
   

 

 
 
Kepada Yth. 
Direktur Penilai Perusahaan 

PT Bursa Efek Indonesia 

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 

 

Dengan hormat, 

 

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Jasa 

Marga (Persero) Tbk atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020, bersama ini kami 

sampaikan bukti iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Jasa 

Marga (Persero) Tbk atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 yang telah dimuat dalam 

surat kabar harian Terbit pada hari Kamis, 07 April 2022 sebagaimana terlampir. 

 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dadan Waradia 

Corporate Secretary  

 

 

Tembusan, Kepada Yth: 

1. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk; 

2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk; 

3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 

4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 

 

 

Nomor : BF.KR.01.182 07 April 2022 
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Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang 

Obligasi (RUPO) Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk 
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3NASIONAL
KEJAGUNG TELITI KASUS
SELINGKUH JAKSA KPK
Jaksa Agung Muda 
Bidang Pengawasan 
(Jamwas) Kejaksaan 
Agung RI akan 
meneliti putusan 
Dewan Pengawas 
KPK terkait kasus 
jaksa KPK yang 
diberi sanksi etik 
karena terbukti 
melakukan 
perbuatan asusila 
atau perselingkuhan 
dengan pegawai 
KPK lainnya.

Jakarta, HanTer - “Apabi-
la ada permasalahan menge-
nai perbuatan tercela, Jaksa 
tersebut dan kemudian di-
serahkan kepada Kejaksaan 
sebagai instansi induk, maka 
Kejaksaan RI akan mela-
kukan penelitian terlebih 
dahulu atau putusan dewan 
pengawas/inspektorat yang 
dijatuhkan,” ujar Kapuspen-
kum Kejaksaan Agung RI 
Ketut Sumedana dalam kete-
rangan tertulis yang diterima 
di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Menurut Ketut, jaksa 
atau pegawai Kejaksaan RI 
yang dikaryakan/ditugaskan 
di berbagai instansi peme-
rintah dan BUMN menjadi 
tanggung jawab pembinaan 
dan pengawas pada lemba-

KETUT SUMEDANA
ISTIMEWA

ga tersebut yang bertujuan 
untuk meningkatkan pro-
fesionalisme dan kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) 
jaksa.

“Bila putusan dewan 
pengawas/inspektorat hanya 
mengembalikan yang ber-
sangkutan, maka Kejaksaan 
wajib melakukan pemerik-
saan yang akan dilakukan 
oleh Jaksa Agung Muda 
Bidang Pengawasan (Ja-
mwas),” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, 
Dewan Pengawas Komi-
si Pemberantasan Korupsi 

(Dewas KPK) menjatuhkan 
sanksi etik terhadap dua 
pegawai KPK berinisial SK 
dan DW karena terbukti 
berselingkuh.

Berdasarkan salinan 
putusan yang diterima AN-
TARA, SK merupakan staf 
informasi dan data dan DW 
adalah seorang jaksa.

Pengusutan pelanggaran 
etik tersebut bermula dari 
adanya aduan dari seorang 
saksi yang merupakan suami 
sah dari SK.

Ia melaporkan keduanya 
atas pelanggaran perseling-

kuhan atau perzinahan yang 
dapat dikualifikasi sebagai 
perbuatan yang tidak men-
gindahkan kewajiban nilai 
dasar integritas sebagai in-
san komisi.

Keduanya dilaporkan 
dengan dugaan melanggar 
kode etik dan kode perilaku 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 Ayat (1) huruf n Pe-
raturan Dewan Pengawas 
Nomor 02 Tahun 2020 ten-
tang Penegakan Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam persidangan etik, 
dewas juga telah memeriksa 

delapan saksi dari Direktur 
Pelayanan, Pelaporan, dan 
Pengaduan Masyarakat KPK, 
Direktur Penuntutan KPK 
hingga suami dan ibu mertua 
dari SK.

Selain itu dalam persi-
dangan, dewas juga meme-
riksa tiga orang sebagai saksi 
yang meringankan (a de 
charge).

Dalam putusan-nya, 
Dewas menyatakan SK dan 
DW secara bersama-sama 
bersalah melakukan per-
buatan perselingkuhan atau 
perzinaan yang dapat dikua-
lifi kasikan sebagai perbuatan 
tidak mengindahkan kewa-
jiban nilai dasar integritas 
sebagai insan komisi yang 
bertentangan dengan Pasal 
4 Ayat (1) huruf n Peraturan 
Dewan Pengawas Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Pene-
gakan Kode Etik dan Kode 
Perilaku KPK.

 Zamzam

Ketut Sumedana

Bila putusan 
dewan pengawas/
inspektorat hanya 
mengembalikan 

yang 
bersangkutan, 

maka Kejaksaan 
wajib melakukan 

pemeriksaan yang 
akan dilakukan 

oleh Jaksa Agung 
Muda Bidang 
Pengawasan 

(Jamwas)

Jakarta, HanTer - Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) KPK 
mengungkap penggunaan 
sandi "Perwakilan Istana" 
dalam proses pemberian 
suap kepada Bupati nonaktif 
Langkat, Sumatera Utara, 
Terbit Rencana Perangin 
Angin.

"Pada 24 September 
2021, Kasubag Pengadaan 
Barang dan Jasa UKPBJ 
Yoki Eka Prianto menyam-
paikan Marcos Surya Abdi 
dan Shuhanda Citra sudah 
mengirimkan 'daftar pen-
gantin', yaitu berisi daftar 
paket pekerjaan di Dinas 
PUPR Kabupaten Langkat, 
pagu anggaran, dan nama 
perusahaan yang akan men-
gerjakan paket tersebut yang 
penentuannya dilakukan 
'Perwakilan Istana', yaitu 
Iskandar Perangin Angin," 

kata Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) KPK Zainal Abidin di 
pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jakarta, 
Rabu (6/4/2022)

Hal tersebut terungkap 
dalam surat dakwaan untuk 
Muara Perangin Angin sela-
ku wiraswasta dan Direktur 
CV Nizhami yang didakwa 
menyuap Terbit Rencana 
Perangin Angin sebesar 
Rp572 juta karena menda-
pat paket pekerjaan di Dinas 
Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang (PUPR) dan Di-
nas Pendidikan Kabupaten 
Langkat Tahun 2021.

Iskandar Perangin An-
gin diketahui adalah kakak 
kandung dari Terbit Renca-
na Perangin Angin. Iskandar 
juga adalah Kepala Desa 
Raja Tengah, Kecamatan 
Kuala, Kabupaten Langkat 

dan kerap dipanggil sebagai 
"Pak Kades".

Dalam dakwaan dise-
butkan Terbit selaku Bupati 
Langkat memiliki orang-
orang kepercayaan, yaitu 
Iskandar Perangin Angin, 
Marcos Surya Abdi, Shu-
handa Citra, dan Isfi  Syah-
fitra yang biasa disebut 
"Group Kuala" untuk men-
gatur tender pengadaan ba-
rang dan jasa di Kabupaten 
Langkat.

Grup Kuala punya tugas 
melobi dengan meminta 
daftar paket pekerjaan se-
tiap dinas di lingkungan 
Kabupaten Langkat untuk 
diserahkan ke Iskandar.

Selanjutnya atas ara-
han Iskandar, ditentukan 
"commitment fee" dari ma-
sing-masing perusahaan 
untuk Terbit karena perusa-

haan sudah mendapat paket 
pekerjaan.

Perusahaan "Grup Ku-
ala" memiliki kewajiban 
memberikan setoran "com-
mitment fee" sebesar 16,5 
persen dari total nilai paket 
pekerjaan setelah dikurangi 
pajak sebesar 11,5 persen 
kepada Terbit Rencana Pe-
rangin Angin.

"Jika setoran diberikan 
kurang dari 16,5 persen 
maka Terbit akan marah 
dan perusahaan tersebut 
tidak akan mendapat paket 
pekerjaan lagi. Kemudian 
untuk Dinas PUPR dijanji-
kan akan mendapat setoran 
0,5 persen untuk Kepala Di-
nas Dinas PUPR dan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) 
dan sebesar 1 persen untuk 
Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK)," tambah jaksa.

Pada 2021, Muara Pe-
rangin Angin mendapatkan 
paket pekerjaan penunjukan 
langsung di Dinas PUPR, 
yaitu paket pekerjaan hot-
mix senilai Rp2,867 miliar; 

paket pekerjaan penunjukan 
langsung, yaitu rehabilitasi 
tanggul, pembangunan pa-
gar dan pos jaga, pemban-
gunan jalan lingkar senilai 
Rp971 juta; serta paket pe-

kerjaan penunjukan lang-
sung pembangunan SMPN 
5 Stabat dan SMP Hangtuah 
Stabat senilai Rp940,558 
juta. 

 Safari

JPU Ungkap Sandi Perwakilan Istana Terkait Perkara Suap Bupati Langkat

Jakarta,  HanTer - 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengapre-
siasi putusan hakim me-
nolak permohonan prape-
radilan yang diajukan oleh 
tersangka Ryan Ahmad 
Ronas (RAR) selaku kon-
sultan pajak yang mewakili 
PT Gunung Madu Planta-
tions (GMP).

RAR merupakan ter-
sangka kasus dugaan suap 
terkait dengan pemerik-
saan perpajakan tahun 
2016 dan 2017 pada Di-
rektorat Jenderal (Ditjen) 
Pajak.

“KPK apresiasi pu-
tusan hakim tunggal pra-
peradilan pada PN Jakarta 
Selatan yang hari ini telah 
memutus dan tegas me-
nolak permohonan pra-
peradilan yang diajukan 
tersangka RAR,” kata Plt 
Juru Bicara KPK Ali Fikri 
dalam keterangannya di 
Jakarta, Rabu (6/4/2022)

Ia mengatakan selu-
ruh alat bukti yang diaju-
kan tim Biro Hukum KPK 
selama proses persidan-
gan praperadilan tersebut 
telah dipertimbangkan 
oleh hakim.

“Dari awal pun, kami 
meyakini bahwa seluruh 
proses penyidikan oleh 
KPK dimaksud telah sesuai 
prosedur hukum,” ujar Ali.

Ia pun menyampai-
kan pertimbangan hakim 
dalam putusan prape-
radilan itu, yakni pene-
tapan status tersangka 
untuk Ryan telah sesuai 

dengan ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) di 
mana ditemukan adanya 
dua bukti permulaan yang 
cukup.

Kemudian, seluruh 
bukti yang dihadirkan tim 
Biro Hukum KPK mampu 
menerangkan telah terja-
di tindak pidana korupsi 
yang diduga dilakukan 
oleh tersangka dan buk-
ti-bukti yang diajukan ter-
sangka sudah masuk ranah 
pembuktian pokok perkara 
di pengadilan tindak pida-
na korupsi (tipikor).

Selain Ryan, KPK juga 
telah menetapkan konsul-
tan pajak yang mewakili 
PT GMP lainnya, yaitu Au-
lia Imran Maghribi (AIM) 
sebagai tersangka.

Dalam konstruksi per-
kara yang menjerat Aulia 
dan Ryan, KPK menyebut 
pada Oktober 2017 dua ter-
sangka itu bertemu dengan 
mantan Supervisor Tim 
Pemeriksa Pajak pada Di-
rektorat Pemeriksaan dan 
Penagihan Ditjen Pajak 
Wawan Ridwan, mantan 
Ketua Tim Pemeriksa pada 
Direktorat Pemeriksaan 
dan Penagihan Ditjen Pa-
jak Alfred Simanjuntak 
bersama dengan tim seba-
gai tim pemeriksa pajak 
dari Ditjen Pajak.

Pertemuan itu untuk 
membahas mengenai 
adanya temuan terkait 
pembayaran pajak dengan 
wajib pajak PT GMP.

 Safari

KPK Apresiasi Putusan 
Hakim Tolak Praperadilan 
Tersangka Suap Pajak
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